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PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
NOMOR W3-A9/68/KU.03/1/2019

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMA
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ( PNBP)
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

1. Bahwa dalam rangka kelancaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan untuk Kelancaran penyetoran
tersebut ke Kas Negara dari Pengadilan Agama Muara Labuh, maka perlu ditunjuk seorang Bendahara
Penerima ( PNBP ) pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2019;

2. Bahwa yang namanya tersebut dalam surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk
melaksanakan tugas tersebut ;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan
perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan Kedua dengan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung.

6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tentang Pelaksanaan Pola Bindalmin MARI
tanggal 24 Januari 1991.

7. Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan
Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

8. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/V111/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

di lingkungan Lembaga Peradilan.

9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-
005.04.2.401991/2019 dan Nomor: SP DIPA-005.01.2.401990/2019, tanggal 05 Desember 2018.

10.Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/X11/2018,
tanggal 03 Desember 2018, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada
Satuan Kerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENERIMA PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ( PNBP ) PADA PENGADILAN
AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2019

Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor W3-A9/76/ KU.03/1/2018, tanggal 02
Januari 2018 dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Keputusan Nomor W3-A9/68/KU.03/1/201(8,
tanggal 02 Januari 2019.

Menunjuk Saudara Drs. Nurfadhil, NIP. 196607181994031003 sebagai Bendahara Penerima Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2019.

Tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerima sebagai berikut :

1. Menyetorkan Uang Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) ke Kas Negara.

2. Melaporkan Uang Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) setiap bulan ke Badan Peradilan Agama
(Badilag) dan Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI.

3. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Bendahara Penerima setiap bulan.

4. Melakukan Rekonsiliasi ke KPPN Solok setiap bulan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana
mestinya

: Muara Labuh
: 02 Januari 2019




